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PUTUSAN
Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Pyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat

antara:

PENGGUGAT, NIK. -, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir di Andaleh/26
Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh
Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor
handphone 082391xxxxxx, dalam hal ini memilih domisili
elektronik dengan alamat email xxxxxx@gmail.com. Sebagai

Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 49 tahun, tempat tanggal lahir di Bulu Duri/31
Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh

Kota. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 20 September 2024 secara elekironik (e-courf) yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh, dengan register perkara Nomor
592/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 22 Maret 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
xxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor --/--
/llI/2012 tanggal 22 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua
Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, NIK. -, tempat tanggal
lahir di Payakumbuh/26 Juni 2013, pendidikan pelajar SD; (Sekarang
berada di bawah pengasuhan Penggugat)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena:

6.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan
rumah tangga, disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga
Penggugatlah yang bekerja membantu memenuhi kebutuhan rumah
tangga bersama;

6.2. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang
mana hutang tersebut bukan digunakan untuk keperluan rumah tangga
bersama, dan sekarang hanya Penggugat sendirilah yang membayar
hutang-hutang Tergugat tersebut;

6.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih
mementingkan diri sendiri dan main judi online dari pada Penggugat,
dan ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah
ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terasa hambar;
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6.4. Tergugat enggan melaksanakan kewajiban agama, seperti sholat
fardhu, sholat jum’at, puasa, dan ibadah lainnya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak
bulan Maret 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam
pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang
tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Tergugat bertempat
tinggal di mess tempat Tergugat bekerja di Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan
lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak
lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas
yang bernama ANAK, NIK. -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/26 Juni
2013, pendidikan pelajar SD masih di bawah umur maka Penggugat mohon
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak
hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut
berada dalam pengasuhan Penggugat, karena Penggugat khawatir kalau
anak tersebut tiba-tiba akan diambil oleh Tergugat, padahal anak tersebut
masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, karena menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku anak-anak yang masih berumur 12
tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dan ibunya anak tersebut
berada dibwah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya.
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, NIK. -, tempat tanggal lahir di
Payakumbuh/26 Juni 2013, pendidikan pelajar SD, berada di bawah
pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai
panggilan a quo sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
surat panggilan (relaas) Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 29 September 2024
dan tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana dapat dilihat pada berita acara
panggilan terhadap Tergugat a quo yang diperkuat dengan print out dari hasil
tracking pada aplikasi “Pos Aja!” yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat a quo tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal
23 September 2024, pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan oleh Hakim

Tunggal;
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Bahwa Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun
dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, a quo menyatakan tetap
mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa
dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/11/2012 atas nama
Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah
di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
xxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 22 Maret 2012, ternyata
cocok dan sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.

Bukti mana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah
menikah secara sah pada tanggal 22 Maret 2012 dan tercatat;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-2403xxxx-00xx atas
nama ANAK, lahir tanggal 25 Juni 2013. Fotokopi tersebut telah
bermeterai dan telah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 10 April 2017, ternyata cocok,
oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, tempat/tanggal lahir Andaleh/5 Mei 1957, umur 67 tahun,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang
menikah sekira pada tahun 2012 yang lalu di xxxxxx Kabupaten
Lima Puluh Kota;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, sejal akhir tahun 2019,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah
dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus di antara mereka;

- Bahwa persoalan rumah tangga mereka tersebut selain saksi
ketahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, saksi juga sering
melihat dan mendengar keduanya berselisih dan/atau bertengkar;

- Bahwa dari yang saksi ketahui, perselisihan dan pertengkaran
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat,
dikarenakan Tergugat malas bekerja. Sehingga Penggugat
terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah
tangganya;

- Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, setahu saksi, juga dikarenakan Tergugat sering
berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana hutang
tersebut bukanlah diguanakan oleh Tergugat untuk memenuhi
keperluan rumah tangga. Dan saat ini hanya Pengugat sendiri
yang membayar hutang-hutang tersebut;

- Bahwa persoalan Tergugat kurang perhatian/peduli terhadap
Peggugat, sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang
muslim, dimana Tergugat sering tidak menunaikan shalat fardhu
dan ibadah lainnya, setahu saksi juga menjadi penyebab terjadinya

perselisihan dan/atau pertengkaran di antara mereka;
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- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah sekira sejak bulan Maret 2023
sampai sekarang lebih kurang sudah satu tahun enam bulan
lamanya. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan mereka
kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur
11 tahun, saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup
dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal
yang sekiranya mencelakakan atau menciderai anaknya tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku yang
buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar hukum;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat
tidak pernah lagi melihat anaknya dan juga tidak pernah
memberi/mengirim belanja untuk anaknya tersebut.

2. SAKSI 2, tempat/tahun lahir Payakumbuh/1 Juli 1964, umur 60 tahun,
agama lIslam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota
Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang
menikah sekira dua belas tahun yang lalu di xxxxxx Kabupaten
Lima Puluh Kota;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat di
xxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 11

tahun;
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- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, sejal akhir tahun 2019,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah
dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus di antara mereka;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya
berselisih/bertengkar;

- Bahwa selain itu, persoalan rumah tangga mereka tersebut saksi
ketahui juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa dari yang saksi ketahui, perselisihan dan pertengkaran
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat,
dikarenakan Tergugat malas bekerja. Sehingga Penggugat
terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah
tangganya;

- Bahwa selain itu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat, setahu saksi, juga dikarenakan Tergugat sering
berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, namun malah
Pengugat yang terpaksa membayar hutang-hutang tersebu. Selain
itu juga karena Tergugat kurang perhatian/peduli terhadap
Peggugat;

- Bahwa persoalan Tergugat sering melalaikan kewajibannya
sebagai seorang muslim, dimana Tergugat sering tidak
menunaikan shalat fardhu dan ibadah lainnya, setahu saksi juga
menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran di
antara mereka;

- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui, antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah sekira sejak bulan Maret 2023
sampai sekarang lebih kurang sudah satu tahun enam bulan
lamanya. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga kedua belah pihak telah
berupaya untuk merukunkan mereka kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
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- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat
ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup
dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh dan mengurus
anaknya itu. Karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat
sangat sayang dan bertanggung jawab dengan anaknya tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan
perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau
mencelakakan anaknya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan
tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan syariat

agama hukum yang belaku.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan bukti dengan alat-alat
bukti yang diajukannya a quo;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis
melalui suratnya tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang
kuat oleh karena itu mohon kepada Hakim mengabulkan gugatannya a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup
menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat a quo
adalah mengenai perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hadhanah
(hak asuh anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut antara
lain pada angka 9 dinyatakan perihal gugatan perceraian dan pada angka 11
dinyatakan perihal penguasaan anak-anak.), maka perkara ini menjadi
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kewenangan Pengadilan Agama (absolute competentie);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan
bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxxx Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat kediaman di
wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut penjelasannya) jo. Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021
Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan
Peradilan (vide Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Payakumbuh, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama
Payakumbuh berwenang mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak a quo telah dilakukan

pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan
berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat in person hadir

di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan
berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan
tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau
kuasanya. Setelah Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat

yang diperkuat dengan print out dari hasil tracking pada aplikasi “Pos Aja!” yang
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telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan
sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah
ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah
atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan,
tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir.
Maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat a quo
diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara
optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat
agar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil,
dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil’kuasa hukumnya
menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Hal mana sesuai
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 20 September 2024 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan
Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan
gugatan Penggugat a quo, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan
Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu
dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
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GUGATAN PERCERAIAN.
Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2,
mohon kepada Majelis Hakim (dalam hal ini Hakim Tunggal) untuk
“Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.”

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah
tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, karena malas
bekerja; Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahun Penggugat, dan hanya
Penggugat sendiri yang membayarnya; Tergugat kurang perhatian kepada
Penggugat, lebih mementingkan diri sendiri, dan suka main judi online; serta karena
Tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk
melaksanakan shalat fardhu dan ibadah lainnya. Puncaknya terjadi sekira bulan
Maret tahun 2023, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah
rumah sampai saat ini (satu tahun enam bulan lamanya) tidak pernah berkumpul lagi
dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat telah pergi dari kediaman bersama.
Selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
berhubungan lagi seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat
menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama
Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian,

meskipun sudah ada upaya damain, namun tidak berhasil.

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidak-tidaknya tidak
membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap
di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

,‘/" g o1 ,}<e}o///,° ° /}? - ///“?/
"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak
menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan guguriah haknya".
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat
tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan
alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh
terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan
Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan
dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang
menyebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran itu terjadi dan karenanya Hakim
berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah
yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah
perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak
mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik
bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disisi lain, pada asasnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1)
R.Bg, dalil-dalii gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak
hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan
verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan,
oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan
beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti. Disisi lain perkara a quo adalah
mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus
diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak
dapat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk
memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
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maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan a quo:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh
Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1
cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, merupakan akta
autentik, maka telah sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jis. Pasal 1868 dan Pasal 1888
KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea
Meterai, sehingga bukti a quo bemilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat
formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti a
quo mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan
pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain,
juga terbukti diantara keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah dan
karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi
in judicio);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan
dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi
yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang
menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan
keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat (SAKSI 1) merupakan ibu
kandung Penggugat, dan saksi 2 (dua) Penggugat (SAKSI 2) yang merupakan bibi
Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
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berketerusan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih
kurang sudah satu tahun enam bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak
menafkahi/mempedulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami
sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-
saksi cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309
R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai bukti.

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat,
beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Hakim
meng-konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum
yang tetap sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada
tanggal 22 Maret 2012;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan
telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 11 tahun;

c. Bahwa selang beberapa bulan membina rumah tangga, kehidupan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat kemudian sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang diantaranya disebabkan persoalan Tergugat kurang
bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, karena malas bekerja; Tergugat
sering berhutang tanpa sepengetahun Penggugat, dan hanya Penggugat sendiri
yang membayarnya; Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, lebih
mementingkan diri sendiri, serta karena Tergugat sering melalaikan kewajibannya
sebagai seorang muslim untuk melaksanakan shalat fardhu dan ibadah lainnya.
Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan berpisah rumah atau
tempat tinggal diantara keduanya setidaknya sudah satu tahun enam bulan
lamanya sampai saat ini. Adapun yang pergi dari kediaman bersama adalah
Tergugat;

d. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
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Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami ister’
dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa
Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 Maret 2012
terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan
bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena persoalan
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, karena malas
bekerja; Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahun Penggugat, dan hanya
Penggugat sendiri yang membayarnya; Tergugat kurang perhatian kepada
Penggugat, lebih mementingkan diri sendiri, serta karena Tergugat sering melalaikan
kewajibannya sebagai seorang muslim untuk melaksanakan shalat fardhu dan ibadah
lainnya. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak yang akibatnya
antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah setidaknya sudah satu tahun enam
bulan lamanya sampai saat ini, meskipun pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan Penggugat atau Tergugat, namun tidak berhasil. Adapun yang pergi
dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga
tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan
telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi

selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta
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antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yag relatif sudah
lama (satu tahun enam bulan), menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada
lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala
perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak beperkara,
sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat
tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal
sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan batin antara
Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka
hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu
kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat
dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken
marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan
kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka
karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak
perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya
perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah
Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat
bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat
tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah
(broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati
antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah
tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, karenanya tanpa landasan
mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan
kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam
surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi
timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan
Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya
dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak lagi lebih jauh
melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan
alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syarl yang
diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

‘Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka
Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.”

Kaidah fighiyyah yang berbunyi:

‘Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar
kemaslahat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim
menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berkesimpulan
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gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam
surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara
Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in

sughra, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Payakumbuh adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah
tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh

melakukan akad nikah baru.

TENTANG HADHANAH.
Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan
gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat
juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah
dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK (pr), lahir pada tanggal 26 Juni
2013. Untuk itu, dalam petitum gugatannya angka 3, Penggugat mohon agar
hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak tersebut jatuh kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah memutus terjadi
perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan gugatan -hadhanah-
tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut
Hakim gugatan Penggugat a quo patut untuk dipertimbangkan dan oleh
karenanya Hakim berpendapat kumulasi gugatan a quo dapat dibenarkan
karena terdapat hubungan erat atau koneksitas (innerlijke samenhangen)
antara kedua gugatan a quo (vide Putusan Mahkamah Agung [Yurisprudensi]
Nomor 1652 K/Pdt/1975 tanggal 22 September 1976);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah Penggugat tersebut,

Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak Penggugat dan Tergugat
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tersebut masih (berusia) kecil (belum dewasa), sedangkan perceraian
dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya,
maka sangat diperlukan seorang pengasuh (hadhin) dan pelindung sah yang
bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai
ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim cukup berpedoman pada Pasal
41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang
paling berhak sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak,
haruslah melihat kepada ketentuan hukum (vide Pasal 156 huruf e Kompilasi
Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si
anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik,
intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH
Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan “Setiap
orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna
menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak
orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan
hak atau peristiwa tersebut’, maka menurut hemat Hakim, meskipun Tergugat
tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti
surat yang oleh Hakim diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 a quo merupakan akta autentik. Setelah
Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, sebagaimana halnya
pertimbangan formil pada bukti surat kode P.1, Hakim berpendapat bukti surat
kode P.2 a quo telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat
bukti surat berupa akta autentik, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti P.2 a quo, di persidangan, Penggugat

juga telah menghadirkan bukti saksi dua orang yang juga merupakan saksi
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Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara
perceraian. Adapun identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut
Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan
hadhanah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat
didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.
Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan
kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya,
oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima
untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas anak a quo, sebagaimana
yang didalilkan oleh Penggugat dikaitkan bukti surat P.2, ada sedikit perbedaan
perihal tanggal lahir anak a quo, yang mana bukti a quo tertera tanggal lahirnya
25 Juni 2024, berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu tangal 26
Juni 2024, maka Hakim cukup berpedoman pada bukti surat P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dikuatkan dengan
keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat bahwa anak a quo adalah
anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah
sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan
Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang
hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana
tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak

asuh (hadhanah) atas anak a quo beralasan untuk dipertimbangkan.

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan yang
diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah
mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya
dengan gugatan hadhanah Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-
fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

satu orang anak sebagaimana tersebut, yang bernama ANAK binti
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TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Juni 2013;

- Bahwa anak a quo saat ini belum mumayyiz (masih berusia dibawah 12
tahun);

- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (cakap) dalam
merawat/mengasuh anak tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di
luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan
jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat
menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan tinggal

bersama Penggugat.

Pertimbangan Petitum Hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat
dan Tergugat a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki,
berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan
prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mumayyiz
(dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu
halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan
hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak hadhanah
terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak dapat dialihkan pada ayahnya
bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk
yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual
dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat
disimpulkan bahwa hadhanah merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku

ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;
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Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: “Salah seorang atau kedua
orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih ......
dalam hal-hal:

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
b. la berkelakuan buruk sekali.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan
fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja
melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk,
sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan
untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan
berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat
menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (hadhin);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan
perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak
Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan
baik dari segi fisik maupun psikologis selama dalam pengasuhan/perawatan
Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah
terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal
layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah
prinsip hukum yang termuat dalam Kitab Kifayah al-Akhyar, juz ll, halaman 94
yang berbunyi:

ekl QAU g LY g adall g pllg 4 g Laal) as LA Lt 2
Lelascdin Wil ¢l Lew Lo 8100 = o500 5ld1

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas hadhanah
ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana,
amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila
kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadhanah dari
tangan ibu;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits shahih (vide Sunan Abi Daud,
jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:
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“Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai
Rasulullah, anakku, perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang
diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah
menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah
SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau
belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat
untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap satu
orang anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Juni
2013 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi
syarat untuk itu, oleh karenanya -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir-
Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) dapat
dikabulkan juga dengan verstek;

Menimbang, bahwa persoalan hadhanah adalah persoalan yang
kompleks yang mana pertimbangan utamanya adalah semata-mata untuk
kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal
14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai
mana telah diuraikan di atas, pada dasarnya anak Penggugat dan Tergugat a
quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri,
hanya saja jika terjadi perceraian, pengadilan diberi kewenangan untuk
memutuskan si anak berada dalam asuhan siapa (ayah/ibu), sebagaimana juga
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak milik. Oleh karenanya
hukum mengakomodirnya dengan prinsip prioritas, karena dengan prinsip
prioritas tersebut masih memberikan ruang dan waktu kepada si-ayah serta
tidak mengurangi hak si-ayah untuk memberikan kasih sayangnya kepada
anaknya. Hal ini tentunya semata-mata adalah untuk kepentingan si anak,

karena bagaimanapun si anak butuh ibunya dan si anak juga butuh ayahnya.
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Oleh karenanya tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang
hak asuh (hadhanah) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan
pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mamandang perlu
untuk menegaskan bahwa akses yang diberikan kepada orang tua yang tidak
memegang hak asuh (hadhanah) a quo mestilah dilakukan dengan cara yang
ma’ruf tanpa paksaan, intimidasi/ancaman, intrik, dan lain sebagainya yang
justru merugikan serta memberikan dampak yang tidak baik terhadap si anak
(vide Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ditegaskan bahwa
amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban
pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak
memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya (vide halaman 18);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal hadhanah a
quo telah dikabulkan, maka Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang
hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut di atas dengan kewajiban
memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak a quo,
sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Peggugat dikabulkan
seluruhnya dengan verstek, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam

diktum amar Putusan ini.

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada
Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’

yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT, lahir tanggal 25
Juni 2013 berada dibawah hadhanah (hak asuh) Penggugat dengan
kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak a
quo;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Taufik, S.H.l., M.A.
sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi
Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut dan dibantu oleh Nazifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Taufik, S.H.l., M.A.
Panitera Pengganti

Ttd

Nazifah, S.H.
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Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
a. Pendaftaran Perkara Rp30.000,00
b. Relaas Panggilan Pertama Kepada Pihak  Rp20.000,00
c. Redaksi Rp10.000,00
Proses/ATK Rp65.000,00
Panggilan Rp24.000,00

Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp159.000,00
(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
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